WALIKOTA PALEM BANG

Menimbang

Men zingat

PERATIRAN WALIKOTA PAL EMBANG
nomor 9 TAHUN 2000
TENTANG

PENGATURAN PEMASANGAN ATRIBUT PUBLIKASI INDIVIDU,
PARTAI POLITIK, CALON PESERTA PEMILU, ORGANISASI

KEMASYARAKATAN, ORGANISASI PROFESI DAN
ORCANISAST TAINNYA

DENCAN RAHMAT TUHAN VANGC MAHA ESA
WALIKOTA PALEMBANG,

:a. bahwa guna untuk |ebih mengopumalkan dan mengefekuitkan penataan

pengaturan tata letak. bentuk dan ukuran dalam pengaturan penyelenggarsan
pemasangan  awnbut  publikast baik individu, pariai  politik, organisas)
kemasvarakatan. oreanisasi profesi dan orpanisasi lainnya. perlu menimjau
kembali Pératuran Wahkota Palembang Nomor 58 lahun 2007 tentang
Pengaturan Pemasangan Atribut Publikasi Individu, Partai Politik. Organisasi
Kﬂmmmmkatan. Drgam*:asl Profesi dan Organisasi Lainnva:

. bahwa sehubungan dengan huruf a, maka untuk membenkan pedoman yang lebih

jelas, terarah dan konkrit terhadap penyelenggarann pemasangan ambut publikasi
baik individu, partai poliik, calon peserta Permlu, organisasi kemasyarakatan,
organisasi profesi dan organisasi lainnya, perlu menetapkan pengaturannya :

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hurut a dan hurt b,

verlu  menctapkan Peraturan  Walikota Palembang  tentang  Pengaturan
Pemasangan Atnbut Publikasi Individu, Partan Polink, Calon Peserta Pemilu,
Oreanisasi Kemasyarakatan. Organisasi Profesi dan Organisasi Lainnya.

Undang-tUindang Nomor 28 labun 195Y tentang Pembentukan Dasmah |ingkat 1l

‘ dan Kotaoraia di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73.

'I'ambahan Lembaran Negara KI Nomor 1821);

Undang-Undang Nomor 8§ Tahun 1985 (entang Orpanisasi Kemasyarakatan
(Lembaran Negara Kl lahun 2{U4 Nomor 44, l'ambahan l.embaran Negara Rl
Nomor 3298):

. Undang-Undang Nomor 14 Izahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 60. Tambahan Lembaran
MNegara K1 Nomor 3486);

. Undang-Undang Nomor 10 Tzhun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undang (Lembaran Negara Rl lahun 2004 Nomor 53, lambahan
Lembaran Negara R1 Nomor 4389):

Undang-Undang Nomeor 32 lahun 2(MM tentang Pemenntahan Daerah (Lembaran

Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undong-Undang Nomor 12 Lahun
2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemenniahan Dacrah (Lembaran Negara 11 1ahun 2008 Nomor 5Y, |ambahan
Lembaran Negara RT Nomor 4844);

. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelengparaan Pemiliban

Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 59. Tambahan Lembaran
INegara Kl Nomor 4721);

. Undang-Undang Nomer 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara

RI Tahun 2008 Nomor 2. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4801):



Me m;r'ia]:-kan

§. Undang-Undang Nomor |0 lahun Z0U¥ temtang Pemilthan Umum Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Daerah. dan Dewan Perwukilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI lahun 2008 Nomor 31, lambahan
Lembaran Negara Rl Nomor 4836); _

9. Peraturan Pemcrintah Nomor 38 Tahun 2007 tenlang Pembagian Urusan
Pemeriniah Antara Pemerintahan Daemh Provinet dan Feme:.‘in!&hﬂ_n Dasrah
Kabupaten/Kow (Lembaran Negara Rl lahun 2007 Nomor 82, lambahan
[ .embaran Negara RI Nomor 4737)

10. Peratran Daerah Kota Palembang Nomor 8 lahun 2U00 tentang Rencana lata
Ruang Wilavah Kota Palembang Tahun 1999-2009 ( Lembaran Daerah Kota

Palembang ahun 2000 Nomor 11);

11. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 tentang Ketentraman

dan Kelertiban (Lembaran Daersh Kota Palembung lahun 2002 Nomor 76),
schagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13
{ahun 2007 (Lembaran Dacrah Kola Palembang Lahun 2007 Nomor [3);

12. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pembinaan dan
Pedoman Operasional Penyidik Pegawan Negen Sipil (Lembaran Daerah Kota
Palembang Tahun 2004 Nomor 31}

13. Peraluran Daerah Kola Palembang Nomor 6 lahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan Kola Palembang (Lembaran Dacrah Kota Palembane Tabun 2008

MNomor 6);
14. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan

Susunan Urganisast dan lata Kerja Lembaga leknis Daerah Kota Palembang
(1.embaran Dacrah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 10).

MEMUTUSK AN :

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG  TENTANG PENGATURAN
PEMASANGAN ATRIBUT PUBLIKASI INDIVIDUL PARTAI POLITIK. CALON
PESERTA PEMILU, ORGANISASI KEMASYARAKATAN, ORGANISASI
PROFEST DAN ORGANISASITAINNYA,

RAR 1
KETENTUAN UMUM
Puagal 1
Dalam Peraturan ini vane dimaksud dengan :

. Pemenntah adalah Presiden Kepublik Indonesia yang memegang kekuasaan
pemerintahan negara Republik Indinesia scbagaimana dimaksud dalam Undang-
Undung Dasar Negara Republik Indonesia ahun 1945,

Pemerintah dacrah adalah Gubemur., Bupati atan Walikota dan perangkat dacrah

sebapal unsur penyclengpara pemerintahan dacrah,

Daerzh adalah Kota Palembane.

Pemernmiah Kota adalah Pemenntah Kota Palembang,

Walikota adalah Walikota Palembaneg.

Badan Kesatuan Hangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat adalah Badan

Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Palembang.

Ihnas |ata Kota adalah Lhnas |ata Kola Kota Palembang.

Satuan Polisi Pamong Praia adalah Satuan Polisi Pamong Praia Kota Palembang.

Cumal adalah Camat dijajaran Pemerintah Kota Palembang.

0). Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal vang merupakan kesatuan baik
yang melakukan usaha maupun yang ndak melakukan usaha yang melipuli
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnva, badan usaha milik
Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, tima, kongsi,
koperasi. dana pensiun. persckutuan. perkumpulan. vavasan. organisasi massa,
orgamsast sosial pohiuk, atau organisasi yang sejems, lembaga, bentuk usaha
tetap dan bentuk badan lainnva.
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| 1. Pengawas Pemilu adalah Pamtia Pengawas Pemily, Pamitia Pengawas Pemilu
Provinsi. Panitia Penpawas Pemiln Kota dan Panitia Penpawas Pemilu
Kecamalan yang melakukan pengawasan  lerhadap  seluruh  proses
penyelengearaan Pemilu.

12. Calon Peserta Pémiju adalah ‘seseorang yang mencalonkan dirl sebagal angeotd
Dewan Perwakilan Rakvai. Dewan Perwakilan Daerah. Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Propinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Kota, Presiden dan
Wakil Presiden. Gubermnur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil
Walikoln.

13. Peserta Pemilu adalah Partai Politik. Perseorangan Calon Anggota Dewan
Perwakilan Daerah (DPD), Calon Presiden dan Wakil Presiden, Calen Gubemur

14. Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta Pemilu dan/atau Calon Anggota DR,
NPRD Provinsi, DPRD Kota. Calon Presiden dan Wakil Presiden. Calon
Gubernur dan Wakil Gubernur serta Calon Walikota dan Wakil Walikota untuk
mevakinkan para pemilih dengan menawarkan program-programnya.

15. Atribut Publikas: adalah benda, alat, perbuatan atau media yang maten dan
kegiatannva bukan untuk tujuan komersial yane menurut susunan dan corak
ragamnya dipergunakan untuk memperkenalkan, mengajurkan atay memujikan
seseorane individu baik figur atau lembaga atau kelompok atau Partai Politik
atan Calon Peserta Pemilu atau Orpanisasi Kemasyarakatan atan Urganisasi
Profesi dan Orpanisasi lainnva untuk menarik perhatian umum vang dilihat,
dibaca atau didengar disualu lempat alau niedia oleh umum.

16. Baliho adalgh atribut publikasi dengan ukuran minimal 4 x 6 m berbentuk
veriikal, sebagai media untuk memperkenalkan, mengajurkan atay memujikan
sescorang individu baik figur atau lembaga atau kelompok atau Partai Politik
atnu Calon Peserta Pemilu atau Organisast Kemasyarakatan atau Urgamisasi
Profesi dan Organisasi lainnya.

17. Billboard adalah atrbul publikasi yang berbentuk papan pengumuman atau
plakat besar sehasai medins untuk memperkenalkan. mengajurkan atau
memujikan seseorang mdividu baik figur atau lembaga atau kelompok atau Partu
Politk atau Calon Peserta Pemilu atau Organisasi Kemasyamkalan atau
Urgamsasi Profes: dan Urganisas: lamnya.

18. Balon Udara adalah atribut publikasi denpan memperpunakan media vang
berbentuk balon udara yang dapat dilihat dan dibaca oleh umum sebagai media
untuk memperkenalkan. mengajurkan atan memujikan sescorang individu haik
figur atan lembaga atau kelompok atau Partai Pohitik atau Calon Peserta Permilu
atau Orpanisasi Kemasvarakatan atau Organisasi Profesi dan Orzanisasi lainnva.

19. Banner, bendera, spanduk dan pitaka atau panji-panjt adalah ambut publikas:
vang dibuat dari bahan jenis kain sebagai media untuk memperkenalkan,
mengajurkan atau memujikan sescorang mndividu balk figur atau lembaga atau
kelompok atau Partai Politik atau Calon Peserta Pemilu atau Orpanisasi
Kemasyarakatan atau (Organisasi Profest dan Organisas lainnyn.

20. Umbul-umbul adalah atribut publikasi berbentuk bendera beraneka wama vang
dipasang memanjang keatss dan meruncing pada ujungnys, dipasang sebagai
media untuk memperkenalkan. mengaiurkan atau memujikan seseorang individu
baik higur atau lembaga atau kelompok atau Partai Politik atau Caton Peserta
Pemilu atsu Oreanisasi Kemusyarakatan atau Oreanisasi Profesi dan Organisasi
lainmya,

21. Stiker adalah atribut publikasi yang bentuknva kecil dengan memakai pelekat
atau tempelan yang berbentuk lembaran lepas dis¢lenggarakan dengan cara
disebarkan. diberikan atau dapat diminta untuk ditempel. dilekatkan. dipasang
atau digatungkan pada suatu benda sebagal media untuk memperkenalkan,
mengajurkan alau memuiikan seseorang individu baik figur atan lembaga atau
Kelompok atau Partar Polink atau Calon Peserta Pemilu atau Urgamisasi
Kemasyarakatan atau Organisasi Profesi dan Organisasi lainnya.



22. Pamlet adalah ambut publikasi dengan bentuk selebaran untuk disebarluaskan
kepada masyarakat umum melaluni kendaraan atau untuk diberiken langsung
sebagai media untuk memperkenalkan, mengajurkan amu memujikan seseomng
individu baik fizur atau lembaga atau kelompok atau Partai Politik atau Calon
Peserta Pemilu atau Urgamisasi Kemasyarakatan atay Organisgst Profesi dan
Organisasi lainmva.

23, Kawasan adalah  ruang tertentu yang  dibatasi  oleh  persimpangan
jalan/bangunan/taman/kolam/sungai/nama dacrah dimaksud.

24. Kawasan Versimpangan adalah ruang tertentu yang dibatasi pada batas batas
radius 100 meter diukur dari titik incektion persimpangan.

25. Lokast adalah ruang tertentu bagian dan suatu Kawasan tempal berdirinya objek
atribut publikasi dalam satu persil tanah vang dibatasi olch pagar. parit atau got
atau dengan nama daerah dimaksud.

26, Fasade adalah dinding muka bangunan vang menghadap jalan.

27. Jalan umum adalah sualu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun
meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya
yang diperuntukan bag lalu lintas umum.

28, Intcrsection adalzh titik persimpangan jalan umum.

BAB N1
MAKSEUD DAN TUJUAN
Pasnl 2

Pengaturan penyelenggaraan pemasangan Atnbut Publikasi individu, Partm Pohtk,
Calon Peserta Pemilu. Oreganisasi Kemasvarakatan. Oresnisasi Profesi dan
Orgamisasi Lainnya dimaksudkan sebagai upaya pemanfuan, pengawasan din
nengendalian oleh Pemerintah Kola vang melipuli penataan. pengaturan dan
penertiban penyelengearaan pemasanean atribut publikasi dalam Daerah.

Paszal 3

lujuan pengaturan sebagaimana dimaksud daiam Pasal 2, agar penyelenggaraan
pemasangan atribut publikasi tersebut. dapat berjalan secara tertib. teralur dan
tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak
memecah-belah persatuan dan kesatuan bangsa. tidak bertentangan dengan norma
keagamaan, kesopanan, kesusilaan, keschatan, ketentraman dan keteruban umum,
terlib. teratur, rapi. indah dan serasi berdasarkan nilai-nilal estetika sesuai sistem
tata ruang yeng diatur dalam rencana kota.

BRAR ITT

PERIZINAN

Pacal 4

(1) Seuap orang dan atau badan yang menyelenggarakan kegialan pemasangan
atribui publikasi dalam Dzersh. waiib memiliki 1zin dari Walikota melalui
Badan Kesatnan Bangsa. Politik dan Perlindungan Masvarakat.

{2) Sesuai dengan tugas dan fungsinya Badan Kesawvan Bangsa, Politik dan
Perlindungan Masyarakat ditctapkan sebagai Unit Keria yvang melaksanakan
proses penelitian administrasi dan penelitian leknis dalam rangka pemberian
izin,



Pacal 5

(1) lzin penyelengeaman pemasingan atribut publikasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4. diperounakan untuk menyelengearakan pemasanpan atribut
publikasi baik secara perornesn maupun Secarm Oreanisasi.

(2) Dikecualikan dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayar (1), adalah
penvelengearaan pemasanpan atribut publikasi oleh Pemerintsh dan atau
Pemenntah Daerah yang matennya bermuatan pesan-pesan Pemenintah yang
berkaitan dengan penvelenggarman pemeriniahan. program pembangunan dan
lavanan kepada masyarakat.

BAR TV
JENIS ATRIBUT PIIBIJK AST
Pasgl 6

Jenis atribut publikasi adalah sebagai berikut :

I. Baliho;

2. Billboard ;

3. Balon udara;

4. Benner :

3. Bendera, spanduk dan pitaka atau panji-panii ;

6. Umbul-umbul :

7. Stiker ; dan

8. Pamlet
RAR V

JANGKA WAKTU PENVELENGGARAAN

Paxal 7

Jangka waklu penyelengearaan pemasangan atribut publikasi ditentukan sebagai
herilot -

|. Penyelenggarasn pemasangan atribul publikas: dengan jenis baliho, billboard
dan balon udara. dapat dilakukan paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

2. Penyelenggaraun pemasangan atribul publikast dengan jenis banner, bendera,
spanduk. pitaka atau panji-panii. umbul-umbul. stiker dan pamlet. dapat
dilakukan paling lama 7 (tuiuh) hari.

AR VI
PERSVARATAN
Pacal 8

Permohonan 1zin penyelenggaraan pemasunagan atnbut publikasi sebagaymana
dimaksud dalam Pasal 4. dengan persvaratan sebagai berikut

a. Mengajukan permohonan tertulis dengan mengisi formulir yang dibubuhi
meterai cukup vang ada pada Badan Kesstuan Bangsa. Politik dan
Perlindungan Masyarakal secara jelas, benar, lengkap dan ditandatangani
oleh Pemohon.

b, Mvulampirkan Photo copy K| P Pemohon.

¢. Melamnirkan surat kuasa atau mandat vang bermeterai cukup dan
ditandatangam oleh Pengurus (rgamsasi Pemohon, apabila permohonan
penvelengearaan pemasangan atribut publikasi dikuasakan kepada pihak lain
vang ditunjuk oleh Pemohon.
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d. Meilampirkan photo copy surat keterangan tanda pendatiaran organisasi yang
bersangkutan pada Pemenntah Kota.

€. Mengajukan usulan skets lokasi letak rencana penyelenggaraan pemnasangan
atribut publikasi. beserta kelerangan ukuran. jarak dan materi publikasi secara
detail dan jetas.

. Melampirkan disain. bentuk (heserta keterangan ukuran secara lengkap) jenis.
wama dan 15t (meliputt jems produk, tulisan dan gambar) atnbat publikast
secara jelas.

g Mclampirkan sural jaminan konstruksi pemasangan ambut publikasi dan
konsultan teknis. apabila luas bidang media atribut publikasi 12 m2 atau lehih
vang beresiko lerhadap keselamatan umum.

h. Terhadap penyelengparaan pemasangan atribut publikasi vane heresiko dan
dapal mengakibalkan kerugian terhadap pihak lain, Pemohon diharuskan
melampirkan Sural Pemyataan kesanggupan atmn kesediaan menpeanti
kerugian apabila terjadi hal-hal yang ndak dunginkan yvang diakibatkan oleh
penvelenggaraan atribut publikasi terscbut.

i. Melampirkan lzin Mendirikan Bangunan (IMB) media reklame dari Dinas
Tata Kota.

Paspl 9

lerhadap permohonan penyelenggaraan pemasangan atnbutl publikast jenis
baliho dan billboard sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ancka 1 dan 2.

teriebih dahulu akan dilakukan penelitian dan mendapat perimbangan dari 1im
Terpadu Instansi teknis terkail.

Pazal 10

Walikota berdasarkan perimbangan tertentu dapat menertibkan, dikuti dengan
mencabut izin penyelengpgaraan pemasangan atribut publikasi sebagaimana
dimakend dalam Pacal 4.

Pagal 11

lzin penyelenggarann pemasangan atnbul publikasi scbhagaimama dimaksud
dalam Pasal 4. tidak dapal dipindahtangankan kepada pihak lain.

Pagal 12

Penyelenpparaan pemasangan atnbul publikasi yang dilaksanakin sebelum
memiliki izin penyelengparaan pemasangan airibut publikasi. akan dilakukan
penertiban termasuk pembongkaran.

izin penyelenggarsan pemasungan atribut publikasi schagmmana dimaksud
dalam Pasal 4. berakhir dan dinvatakan tidak berluku, apabila :

a, Pada atnbut publikasi tersebut terdapat perubahan disain, bentuk (beserta
kelerangan ukuran secara lengkap) jenis. wama dan isi (meliputi jenis produk.
tulisan dan gambar), sehingga tidak sesuai lagl dengan izin yang dibenkan.

b. Penyelengeara tidak melaksanakan penvelenggaraon pemasangan atribut
publikas; dalam waktu 15 (lmma belas) ham setelah ditetapkannya izin
penyvelengearaan pemasangan atribut publikasi.

c. Penyelenggarn mengalihkan dam ataun  memindahtangankan  izin
penvelengenraan pemasanpan atribut publikasi.



Pazal 14

(1)lzin penvelenggaraan pemasangan atribut publikas) berakhir dengan
sendirinya dan atribut beserta rangkanya harus dibongkar. seria harus diambil
dan dibersihkan olch Penyelenggara Atribul Publikas) selambat-lambatanya
3 (tiga) hari scjak tanggal berakhirnya izin dimaksud.

(2) Apabilz dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Atribut
beserta rangkanya (idak diambil dan tidak dibersihkan oleh Penvelengeara
Atribut. maka perangkat media tersebut menjadi milik Pemerintah Kota.

(3) Walikota menunjuk Satuan Polisi Pamong Praja dan Instansi terkail, untuk
menertibkan atribut publikasi yang melanggar prosedur dan mekanisme
berdasarkan ketentuan peraturan  perundang-undangan  yang berlaku,
didahului dengan peringatan tertulis dengan tengeang waktu 1 x 24 jam.

Pacal 18

Penyelenggara pemasangan ambut publikasi harus menempatkan media
atributnva sesuai dengan izin vang diberikan. secara tertib. leratur, rapi. indah
dan serasi berdasarkan ketentuan peraluran perundang-undangan yang berlaku
dan nilai-nilai estetika dalam rangka menuniang keindahan kota.

Pasal 16

Walikots menciapkan lokasi dan kawasan tertentu yang diperbolehkan dan atau
dilarang untuk menyelengearakan pemasangan atribut publikasi.

Pacal 17

Puda  lokasi dan kawasan mmlik Pemenntash Kow  dapar  dilakukan
penvelenoparuan pemasangan atribut publikasi paling lama 7 (tujuh) hari. sstelah
mendapal petunjuk lokasi dan 17n pemasangzn media atribul publikasi yang
diperbolehkan dari Dinas Tata Kota.

BAR VI
LOKAST ATAIl KAWASAN
Pacal 18

Dilarang memasang atribut publikasi pada kawasan Kolam Relensi khusus
uniuk jenis baliho dan billboard. padza Kolam Retensi sebagai berikut :

a. Kawasan Kolam Retensi Gedung Olahraga Jalan POM X,

b. Kawasan Kolam Retensi Kambang I'wak Besar Jalon Tasik dan Kambang
Iwak Kecil Jalan lelapga.

c. Kawasan Kolam Retensi Simpang Polda Jalan Jenderal Sudirman.

d. Kawasan Kolam Retensi Jalan Demang Lebar Daun.

Pgasal 10

(1) kawasan jalan dan Kolam retensi lainnya diluar ketentuan sebagmmana
dimaksud Pasal 18. dapat dijadikan sebagai lokasi tempat penyelengearaan
perasangan atribul publikasi batiho dan atau billboard, dengan ketentuan
sebagai berikut :

4. liang dan atou Kerangka atribut tidak boleh masuk Daerah Milik lalan
(DM dan daerah milik kolam retensi melebihi ukuran 100 cm. diukur

dari garis scmpadan jalan dan garis sempadan kolam retensi secara
harizantal,



b. Sisi bawah badan ambut yang dipasang dengan memakal bang
ditentukan paling rendah 520 em. diukur dari permukaan tanzh yang ada
dibawahnya.

¢. Untuk lokasi vang dilewati oleh kendaraan bukan roda 4 (empat) dan
pejalan kaki, badan atnbut yang dipasang dengan memakal bang, sisl
bawahnva ditentukan paling rendah 300 cm. diukur dari permukaan
tanah vang ada dibawahnya.

(2) Keteniuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku juga terhadap
atribut vang dipasang atau berdiri di Kawasan Sungal.

Paeal 20

Atribut jemis baiiho, billboard, benner, bendera, spanduk, piinka atau panji-panji
dan umbul-umbul, dilarang dipasang pada lokasi atau kawasan mulai dari fasade
(dinding muka bangunan) sampai dengan as )alan didepan bangununnya uniuk
jalan-jalan schagai berikut :

a). 1) sepanjang falan Jenderal Sudirman.

Sepanjane Jalan Merdeka

Sepanjang Jalan Letkol Iskandar

Sepanjang Jalan Kolonel Atmo

Sepanjang Jalan Brigien HM, Dhanie ktfendie (Jalan Radial)
Sepanjang Jalan Angkatan 45

Sepanjang Jalan Kapten A, Rival

Sepanjang Jalan Kolonel 1. Barlian

Sepanjang Jalan Brigien Harun Sohar (Jalan |anjung Stapi-Api)
l[l Sepanjang Jalan Akses Bandara Internasional SMB [1.

1 1. Sepanjang Jalan Sumpah Pemuda

12. Sepanjang Jalan Demang Lebar Daun

13. Sepanjung Jalan Ryacudu

14. Sepaniang Jalan Gubenur H. Bastari

15, Scpanjang Jalan Legen. Basuki Rahmal

| 6. Sepanjang Jalan R. Soekamto

17. Sepanjang Jalan Residen A. Kozak / Paul Pusn

18. Sepaniang Jalan Veleran

19. Sepanjang Jalan Perntis Kemerdekaan

20. Sepaniang Jalan Jend. Ahmad Yani

2]. Sepanjang Jalan Wahd Hasyim

22 Sepanjang Jalan Alamsyah Raiu Prawiranegara

23. Sepanjang Jalan RE. Mariadinals

3000 BN Al e e

b). Sepanjang Jembatan Ampera.

¢). Diatas Jembatan Penyeberangan Orang (JPO).

d). laman Kambang Iwak Besak l'alembang.

€). Taman-taman pulan jalan.

1). laman Nusa Indah yang berada di kaki Jembatan Ampera (seberang ilir) dan
pada kawasan disckitar bangunan yang bernilai monumental atau bersejarah
seperti Monperz, Museum SMB 1l (kawasan Kantor Linas Kebudayaan dan
Pariwisata Kota Palembang) dan kawasan Masjid Agung Palembang.

g). laman-|aman Kota

h). Sepanjang Jalur Hiiau di Pinggir Jalan Protokol.

i). Taman atan Jalur Hijan pada Median Jalan.

Pasal 21

Atribut  yang bersital  kolosal atau insidensial yang diperbolehkan
penvelengoaraannya adalsh atribut kain jenis banner dengan masa wakm

penyclenggarsan paling lama 15 (lima belas) hari, dengan ketentuan schagai
herilast -



1. Loknsi:

¥

a. Ui halaman gedung Dekranasda Jakabanng.

b. i halaman parkir Gedung Olahrapa (Sport Hall) Kampus POM IX

Palembany.

Di halaman parkir Stadion Bumi Sriwiiaya Kampus POM X Palembang

d. L) tanah-tanah kosong atau fapangan terbuka, namun tdak menutupi dan
mengpangou bangunan dan reklame vang sudah ada disckitarnya.

o

Pemasangan atribut publikasi dilokasi sebagaimana dimaksud angka l,
dapat diselenggarakan setelah mendapatkan izin dari Walikota melalui Kepala
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.

Pasal 77

Ambut  publikast dilarapng disclenggarakan pada [oKas) il kKawasan
persimpangan terientu sehagai berikut :

&

Kawasan Simpang lanjung Api-Am (Jalan Kol, H. Barlian — Jalan Soekamo
Hatta — Jalan Poros Tanjung Siapi-api) masing-masing diukur 100 meter dari
Ltk intersection persimpangan.

Kawasan Simpang Polda (Jalan Jend. Sudirman — Jalan Demang Lebar Daun
— Jolan Hasuki Rahmat) masing-maging divkur 10U meter dan Dok
intersection persimpangan.

Kawasan Simpang Kamboja (Jalan Jend. Sudirman — Jalan Mayor Santoso
Jalan Mayor Salim Batubara) masing-masing diukur 100 meter dari titik
INIETSECTION Persimpangan

Kawasan Simpang RK. Charitas (Jalan Jend. Sudirman — Jalan Kaplen A.
Rivar - Jalan Veteran) masing-masing divkur 100 meter dan titik intersection
peTSIMDANgan.

Kawasan :Sl.l:leu.l]g Pasar Cinde (Jaign Jend. Sudirman — Jainn Kelonel Atmo)
masing-masing diukur 100 meter dari titik intersection persimpangan.
Kawasan Simpang international Plaza / |¥ (Jalan Jend. Sudimman — Jalan
Letkol Iskandar) masing-masing diukur 100 meter dari titik intersection
persimpangan.

Kawasan Simpang Air Mancur Masiid Agunpe masing-masing dinkur 100
meler durl ULk intersection persimpangan.

Kawasan Simpang Monpera masing-masing diukur 100 meter dari titik
inlerseclion persimpangan.

Kawnasan Simpang Jakabaring (Jalan Ryacudu — Jalan Ahmad Yani — Jalan
Gubenur H. Bastan) masing-masing diukur 100 meter dan titk intersection
persimpangan.

Kawasan Simpang ICESS (Jalan Kapten A. Kavar —Jalan K. H. A. Dahlan —
Jalan Jaksa Agung R. Supranto) masing-masing diukur 100 meter dani titik
ImieTseciion persimpangan,

Kawasan Simpane Kampus (Jalan Kapten A. Rivai — Jalan POM IX - Jalan
Radial) masing-masing diukur |00 meter dan tuk intersection persumpangan.
Kawnasan Simpang Tiga Jalan Kapten A, Rivai — Jalan Angkatan 45.

. Kawasan Simpang Pakjo (Jalan Angkatan 45 - Jalan Demang Lebar Daun)

masing-masing diukur 100 meter dari titik intersection persimpanean.
Kawasan Simpang Pasar Hulgt Kecil/Gubah (Jalan bSenopath — Jalan
R. Sutomo) masing-masing diukur 100 meter dari titik intersection
persimpangan.

Kawasan Simpang Jalan Demane Lebar Daun — Jalan Ogan -~ Jalan
Prameswara masing-masing diukur 10U meter dan uuk interseetion
persimpangan.

Kawasan Simpang Jalan Basuki Rahmat — Jalan Angkatan 66 — Jalan
R. Sukamto masing-masing diukur 100 meter dar titik intersection
persimpangan.
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g. Kawasan Simpang Patal Pusn (Jalan R. Sukamto — Jalan AKBY ek Agus
Jalan MP. Mangku Negara — Jalan Residen A. Rozak) masing-masing diukur
100 meter dan Ttk inersection persumpangan.

r. Kawasan Simpang Tiga Pusni (Jalan RE. Marntadinata. Jalan Mayor Zen dan
Jalan Residen A. Hozak) masing-masing diukur |0 meter dan unk
intersection persimpangan.

RAR VI
KEWATIRAN DAN LARANGAN
Pasal 23
(1) Penvelenggara Atribut Publikasi mempunyai kewaiiban sebagai berikut :

a. Memelihara media atribut publikasi agar selalu dalam kesdsun baik dan
rapi.

b. Membongkar ambut publikasi beserta rangka ambuinya setelah
berakhirnva lzin Penvelenggarsan Pemasanpan Atribut Publikasi vang
tidak diperpanjang masa berlakunya atau setelah izinnya dicabut pahing
larmnbat 3 (tiga) hari seiak herakhirnva atan dicabutnya izin.

¢. Menanggung segala akibal yang menpganggn keterban umum dan
merugikan pihak lain atas penvelengearasn Pemasangan Aftribut
Publikasi dan Pendirian Media Atrihat terschut.

(2) Apabila penyelenggara atribul publikasi udak melaksanakan Kewajibon
sebagaimana dimaksud pada avat (1). Walikota berwenznz mencabul
Izinnya ditkuti dengan tindakan penertiban dan pembongkaran media atribut
publikasi vang bersangkutan,

(3) Hasill pembongkaran media dan awribumya sebagaimana dimaksud pada
avat (2). menjadi milik Pemerintah Kota.

Paenl 24
Penvelenoeara Atribut Publikasi dilarang menvelengegarakan Atribut :

. Dengan cara memaniaatkan media rekiame, termasuk pada saat media
reklame dalam keadaan kosong/tidak dalam masa izin penvelengearaan
reklame.

2. Dengan cara hergabung/bagian dari/disponsori/mensponsori penyelenggaraan
reklame, baik disclenggarakan pada media reklame maupun pada media
candir

3. Menggunakan kalimal yang mengandung unsur hasutan, provokasi, fitnah
dan lain sehagainva. baik materi dan atau gambar vang tertera disetiap atribut
publikasi erscbut.

4. Melakukan penvelenggaraan atribut vane berientangan dengan norma
keagamaan, kesopanan, ketetiban, keamanan, kesusilaan, keschatan dan
rencana kota

5. Memasang ainbut publikasi yang berbentuk spanduk pada posisi yang
melintangi di jalan umum.

6. Memasang atnbut publikasi yang berbentuk spanduk dengan mengikatkan
talinya pada tiang rambu lalu lintas.

7. Memasang atribut publikasi yang dapat menghalangi pandangan pengguna
jalan dan menutup rambu-rambu lalu lintas.

8. Memasang ambul pada ttk lokasi yang dapat menutupi pandangan iethadap
bangunan-bangunan vang bersifat monumental dan mengandung nilai seiarah.

Y. Memasang Stiker pada kaca kendaraan,

10. Memasang atribul publikasi pada Kantor Pemerintah. Rumah [badah. Tempat
Pendidikan. |erminal, Rumah Sakit dan Bangunan Pasar.

11. Menimbulkan kesemerawutan dan memusak estetika kota (keindahan,
ketertiban. kerapihan).



12. Dengan cara dipasang di taman, pulau taman, sudut persimpangan jaln
kolektor. pada Jembatan Penveberangan Orang. di atas Fly Over. menutupi
jendela bangunan, pohon hias, tasilias umum (faman, teominal, pasar dan
Jain-lain), fasilitas sosial (tempal pendidikan. ramah sakit dan lain-lain),
uang-tiang lampu tratlic light, hang fampu hias, di box telkom/telepon, box /
gardu PLN, di marka-marka jalan. di batu kansten median jalan / pingeir
jalan.

Pasal 25

Penyelenggarann atau pemasangan stribut pulbikasi pada masa kampanye Pemilu
dan atau Pemilukada dapal dilaksanakan sesuai denpan kelentusn peraturan
perundang-undangan yang berlaku yang pengaturannya dilaksanakan oleh Pamna
Pengawas Pemilu dan Komisi Pemilihan Umum serta herkoordinasi dengan
Instansi iaiaran Pemerintah Kota Palembang.

Pagal 36

Ivkecualikan dar Ketentuan sebagmimana dimaksud dalam  Peraturan am,
pada sckitar Posko atau Kantor Partai Politik yang bersangkutan dapat
diseienggarakan dan/atau  dipasang atribut  publikasi baliho, billboard,
balon udara. benner. bendera. spanduk. pitaka atau panii-panji dan umbul-umbul.
dengan ketenluan pemasangannya tetap memperhatikan kerapian dan nilai-nilai
estitika,

Pacal 27

Fenyelenggaraan pemasangan ainbul publikasi yang udak mentaat Ketentuan
perafuran ini atau tidak memiliki izin atan telah habis masa izinnva. akan
dilakukan renertiban diikuti dengan pembongkaran dan penyitaan medianya.

RAR VI
PENUITOP

Pasal 28

(1) Badan Kesatuan Bangsa, Polhiik don Perlindungan Masyarakal adalah
Instansi Teknis Pelaksans. memproses dan memberikan  izin
penyelenggaraan  pemasangan  atnbut publikast atas nama  Walikota,
berkoordinasi dengan Instansi terkait.

(£) Camal dibenikan kewenangan uniuk memonilor dan Mengawasi pemasangan
dan masa herlakunya penyvelenggaraan atribut publikasi agar berlangsung
secara tertib, teralur dan Udak bertentingan dengan peraluran perundang-
undangan vane berlaku. termasuk merckomendasikan penertiban
penvelengearaan atribut publikasi.

(3) Saman Palist Pamong Praja diberikan kewenangan untuk meneribkan
penvelensearaan pemasangan atribut publikasi vang tidak sesuai dengan
ketentuan Peraturan ni dan peraturan perundang-undangan yang beriaku
lainnya.

{4) Hal-hal yang bersitat tekms yang beium cukup diatur dalam Peraturan im,
akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.
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Pasal 29

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Palembang
Nomor 58 Tahun 2007 temtang Pengaturan Pemasangan Atribul Publikasi
Individu. Panai Politik, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Profesi dan
Organisasi Lainnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan ini, mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini,
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembung
pada tanggal tg Januani 2009

wnegngkan di Falembang
sads 1amzee! (4 =[— 2009
EE«FETARIS DAERAH
[ (]

‘\ H. EDDY SANTANA PUTRA

5. M, Warwan Heaman, M. 5] .
BLAITA DAERAH KOTE PALFINTARR
TANLC.200§  NOuMORQ



